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ABSTRAK

Pemilu sebagai pilar utama demokrasi menuntut penyelenggaraan yang berjalan secara efektif, transparan, dan dapat
dipercaya. Salah satu faktor penting dalam menunjang kelancaran Pemilu adalah distribusi logistik, karena kendala dalam
proses ini berpotensi memengaruhi tahapan pelaksanaan serta persepsi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
hambatan pengiriman logistik Pemilu 2024 di Kota Palembang serta dampaknya terhadap legitimasi politik. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan
pihak terkait dan studi dokumentasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai proses distribusi logistik Pemilu.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan pengiriman logistik meliputi kendala teknis dan operasional, faktor
geografis di wilayah tertentu seperti Pulo Kerto, Keramasan, dan Pulau Kemarau, kondisi cuaca, human error, serta
kebutuhan koordinasi antarpenyelenggara pemilu. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, penyelenggara pemilu
mampu mengantisipasi dan menangani kendala tersebut melalui perencanaan yang matang, koordinasi lintas lembaga,
pengawasan berlapis, serta dukungan pengamanan dari aparat Polri dan TNIL Dampak hambatan lebih dirasakan pada
aspek kesiapan dan kenyamanan pelaksanaan serta pembentukan persepsi masyarakat. Secara umum, legitimasi politik
Pemilu 2024 di Kota Palembang tetap tetjaga karena masyarakat menerima proses pemilu sebagai sah dan dapat dipercaya.
Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu dalam meningkatkan efektivitas distribusi
logistik di masa mendatang.
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PENDAHULUAN

Pendistribusian merupakan proses penyaluran dan pengiriman perlengkapan penyelenggaraan Pemilu
yang dilakukan oleh penyedia jasa maupun oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota darti suatu lokasi
asal menuju daerah tujuan. Proses ini dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian jumlah dan
jenis petlengkapan yang dikirim, ketepatan waktu pengiriman, kejelasan alamat tujuan, serta kepatuhan
terhadap prosedur dan ketentuan anggaran yang berlaku. Seluruh kegiatan pendistribusian tersebut
disusun dan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan guna menjamin kelancaran
dan efektivitas penyelenggaraan Pemilu. (Ayuning Rostiati 2023) Penyelenggara pemilu melakukan
berbagai persiapan dalam membangun sistem distribusi serta menyediakan sarana dan prasarana
pendukung logistik guna menjamin proses penyaluran logistik pemilu dapat berjalan dengan lancar
dan tepat sasaran. Sistem pendistribusian logistik dirancang secara terstruktur dan berjenjang, dimulai
dari penyimpanan logistik di gudang KPU sebagai pusat distribusi. Selanjutnya, logistik disalurkan
sesuai dengan pembagian wilayah ketja menuju tingkat kabupaten/kota. Setelah itu, logistik pemilu
diteruskan kepada badan ad hoc di tingkat kecamatan dan kelurahan, yaitu Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), agar seluruh kebutuhan pemilu dapat
terpenuhi hingga ke tingkat paling bawah dalam penyelenggaraan pemilu. (rafli, 2022) KPU menjalin
kerja sama dengan berbagai pihak pendukung guna menunjang kelancaran seluruh tahapan
penyelenggaraan pemilihan umum. Kerja sama tersebut dilakukan dengan memanfaatkan jaringan
distribusi yang telah tersedia, serta didukung oleh penggunaan teknologi pelacakan dan sistem
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pengamanan logistik.

Melalui upaya ini, proses penyaluran logistik pemilu ke ribuan Tempat Pemungutan Suara (TPS),
termasuk di wilayah yang memiliki keterbatasan akses, diharapkan dapat berlangsung secara lebih
efektif, transparan, dan aman, serta tetap sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan
oleh KPU. (Sagala, 2024) Pemilihan umum merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi yang
berfungsi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu
harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar hasilnya dapat diterima oleh
masyarakat. Salah satu aspek penting dalam menunjang kelancaran pemilu adalah pengelolaan dan
pendistribusian logistik, karena ketersediaan logistik yang tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran
menjadi prasyarat utama terselenggaranya pemungutan suara secara efektif. Hambatan dalam
pengiriman logistik berpotensi mengganggu tahapan pemilu serta memengaruhi kepercayaan publik
terthadap penyelenggara pemilu. Pada pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Palembang, pengiriman
logistik menghadapi sejumlah tantangan, seperti kondisi geografis di wilayah tertentu, faktor cuaca,
kendala teknis dan operasional, serta kompleksitas koordinasi antarpenyelenggara pemilu. Hambatan
tersebut tidak hanya berdampak pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga berimplikasi pada persepsi
masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu. Persepsi ini berkaitan erat dengan legitimasi
politik, yaitu sejauh mana masyarakat menerima proses dan hasil pemilu sebagai sah dan dapat
dipercaya.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis hambatan pengiriman logistik
Pemilu 2024 di Kota Palembang serta dampaknya terhadap legitimasi politik. Sebagian besar tahapan
dalam pengelolaan logistik tersebut masih dilaksanakan secara manual dengan dukungan sumber daya
manusia yang relatif terbatas. Kondisi ini menyebabkan proses pengambilan keputusan, khususnya
yang berkaitan dengan pengadaan dan pendistribusian logistik, menjadi rentan terhadap kekeliruan.
Keterbatasan tersebut meningkatkan potensi tetjadinya kesalahan manusia (human error), yang pada
akhirnya dapat memengaruhi ketepatan, efisiensi, dan kelancaran penyelenggaraan logistik pemilu.
(Zulkarnaen, 2020) Logistik merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan dan pengadaan
barang, proses penyimpanan, pengangkutan, serta pendistribusian, yang disertai dengan pengelolaan
informasi secara terintegrasi. Seluruh aktivitas tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa barang
atau petlengkapan dapat sampai ke lokasi tujuan dalam kondisi yang baik, sesuai kebutuhan, dan tepat
waktu. (Tulus Sthombing 2024)

METODE
Study participants

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan
kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena
hambatan pengiriman logistik Pemilu 2024 serta implikasinya terhadap legitimasi politik di Kota
Palembang. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi
para aktor yang terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan pemilu, khususnya pada aspek
distribusi logistik. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual
kondisi di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti (Moleong, 2021).
Study organization

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi.
Wawancara dilakukan terhadap informan yang dipilih secara purposif, yaitu pihak-pihak yang
dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan serta pendistribusian
logistik Pemilu, seperti penyelenggara pemilu dan pihak pendukung terkait. Selain itu, studi
dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen resmi, laporan penyelenggaraan pemilu, regulasi
KPU, serta data pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Kombinasi teknik ini
bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif serta memperkuat validitas temuan penelitian
(Sugiyono, 2022). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi
diseleksi serta dikategorikan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu hambatan pengiriman logistik dan
dampaknya terhadap legitimasi politik. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi analitis untuk
memudahkan pemahaman terhadap pola dan hubungan antarfenomena.
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Statistical analysis

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan konsistensi data dan
kerangka konseptual legitimasi politik, yaitu penerimaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu
sebagai sesuatu yang sah dan dapat dipercaya (Easton, 1965). Setiap hambatan yang muncul dalam
proses distribusi logistik, baik yang bersumber dari faktor teknis, geografis, maupun koordinasi
kelembagaan, berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan pemungutan suara serta membentuk
persepsi publik terhadap profesionalisme penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini
memfokuskan analisis pada upaya penanganan hambatan logistik serta dampaknya terhadap
penerimaan masyarakat terhadap proses Pemilu, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif
mengenai hubungan antara distribusi logistik dan legitimasi politik di Kota Palembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengiriman logistik Pemilu 2024 di Kota Palembang telah diatur
melalui sistem distribusi betjenjang dari KPU Kota hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan
ketentuan yang ketat. Logistik pemilu diwajibkan tetap steril dan tidak boleh dititipkan di rumah warga
maupun aparatur negara hingga waktu pemungutan suara, kecuali dalam kondisi darurat tertentu.
Meskipun alur distribusi telah disusun secara sistematis, potensi hambatan tetap muncul mengingat
skala dan kompleksitas Pemilu 2024 yang besar, serta keterbatasan waktu pengiriman yang maksimal
dilakukan lima hari sebelum hari pemungutan suara. Faktor geografis dan kondisi cuaca turut menjadi
tantangan, schingga dilakukan pemetaan wilayah dan penetapan prioritas distribusi, termasuk
pemanfaatan jalur sungai untuk menjangkau daerah dengan akses terbatas. Seluruh proses distribusi
logistik tersebut dilakukan dengan pengawalan aparat keamanan guna menjamin ketepatan dan
keamanan pengiriman. Hambatan distribusi logistik terutama dirasakan di wilayah-wilayah dengan
kondisi geografis khusus, seperti daerah pesisir, wilayah perbatasan, serta kawasan yang hanya dapat
dijangkau melalui transportasi air. Ketergantungan pada jalur sungai menyebabkan proses distribusi
menjadi lebih rentan terhadap perubahan cuaca, terutama pada saat hujan atau banjir, yang dapat
memperlambat pengiriman logistik. Meskipun demikian, pelaksanaan Pemilu secara umum dinilai
berjalan sah, adil, dan relatif lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pemungutan dan
penghitungan suara dapat dilaksanakan dengan tertib serta diterima oleh masyarakat. Namun, potensi
kendala di lapangan tetap perlu diantisipasi, khususnya yang berkaitan dengan bencana alam dan
kemungkinan terjadinya kesalahan manusia (human error) dalam aspek teknis penyelenggaraan, agar
tidak mengganggu kualitas dan legitimasi penyelenggaraan pemilu. Namun masi sedikit terdapat
kecurigaan.

A. Hambatan Dalam Pengiriman Logistik Pemilu 2024 di Kota Palembang

hambatan distribusi logistik tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis dan administratif, tetapi juga
dipengaruhi oleh faktor manusia dan faktor alam. Faktor manusia mencakup keterbatasan sumber
daya petugas di lapangan, tingkat kelelahan kerja menjelang hari pemungutan suara, serta tingginya
kebutuhan koordinasi lintas penyelenggara dalam waktu yang bersamaan. Kondisi tersebut berpotensi
memengaruhi efektivitas dan ketepatan distribusi logistik pemilu. Selain faktor manusia, kondisi alam
juga menjadi kendala signifikan dalam pengiriman logistik Pemilu 2024 di Kota Palembang. Curah
hujan yang tinggi serta banjir di beberapa wilayah menyebabkan akses jalan tergenang dan
menghambat mobilitas distribusi logistik menuju TPS. Meskipun sistem penandaan logistik berbasis
barcode telah diterapkan untuk meminimalkan risiko tertukarnya perlengkapan pemilu, distribusi
logistik masih menghadapi kendala di wilayah dengan akses terbatas, seperti daerah 3T dan kawasan
pesisir sungai, terutama pada musim hujan dan banjir. Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan
distribusi logistik bersifat multidimensional dan memerlukan strategi mitigasi yang adaptif terhadap
faktor manusia maupun kondisi alam. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara
dan penelusuran berbagai sumber pemberitaan, terdapat sejumlah wilayah di Kota Palembang yang
mengalami kendala dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, khususnya terkait distribusi logistik. Wilayah
tersebut meliputi Kelurahan Pulokerto di Kecamatan Gandus yang rawan bencana karena berada di
pesisir Sungai Musi dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuasin, serta Pulau Kemaro di
Kecamatan Ilir Timur II yang memiliki tingkat aksesibilitas rendah karena berada di tengah Sungai
Musi dan hanya dapat dijangkau melalui transportasi air. Selain itu, Kelurahan Keramasan di
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Kecamatan Kertapati juga menghadapi hambatan distribusi akibat keterbatasan akses darat dan
ketergantungan pada jalur sungai, yang semakin menyulitkan pengiriman logistik pada saat hujan atau
banjir. Kendala distribusi logistik juga berdampak pada beberapa TPS, seperti TPS 15 di Kelurahan
Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, TPS 25 di Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang
Borang, dan TPS 35 di Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, yang direkomendasikan untuk
dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) akibat ditemukannya ketidaksesuaian dan dugaan
pelanggaran dalam proses distribusi dan penggunaan logistik pemilu yang berpotensi memengaruhi
integritas pemungutan suara.

B. Implikasi Hambatan Distribusi Logistik Pemilihan Umum 2024 Di Kota Palembang
Pendistribusian logistik Pemilu 2024 di Kota Palembang menghadapi berbagai tantangan yang
berdampak pada efektivitas dan ketepatan penyelenggaraan pemilu. Kondisi geografis tertentu,
keterbatasan akses transportasi, serta faktor cuaca seperti hujan dan banjir menyebabkan distribusi
logistik tidak selalu berjalan sesuai perencanaan dan dalam beberapa kasus harus mengalami
penundaan. Meskipun KPU Kota Palembang telah menerapkan sistem penandaan berbasis barcode
untuk menjamin ketepatan jumlah dan identitas logistik di setiap TPS, hambatan fisik di lapangan
tetap sulit dihindari, terutama di wilayah dengan akses terbatas. Situasi ini menuntut penyesuaian
teknis serta penggunaan waktu dan sumber daya tambahan, sekaligus meningkatkan beban ketja bagi
PPS dan KPPS dalam memastikan logistik tetap aman dan siap digunakan. Hal tersebut menunjukkan
bahwa efektivitas penyelenggaraan pemilu tidak hanya ditentukan oleh sistem administrasi dan
teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi dinamika dan kendala di
lapangan. Keterlambatan distribusi logistik dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap
profesionalitas penyelenggara pemilu. Namun, melalui koordinasi lintas lembaga, pemanfaatan jalur
alternatif, serta pengawasan berlapis, kualitas pelayanan pemilih tetap dapat dijaga meskipun
menghadapi berbagai hambatan distribusi. Meskipun pendistribusian logistik Pemilu 2024
menghadapi berbagai hambatan, upaya penyelenggara melalui koordinasi lintas lembaga, pengawasan
berlapis, dan transparansi proses distribusi mampu membentuk persepsi positif di kalangan
masyarakat, sehingga kepercayaan publik dan legitimasi politik tetap terjaga. Namun, apabila
hambatan logistik seperti keterlambatan pengiriman, perubahan lokasi TPS, atau sulitnya akses
dirasakan langsung oleh pemilih tanpa disertai penjelasan yang memadai, kondisi tersebut berpotensi
menurunkan kepercayaan masyarakat dan melemahkan legitimasi politik karena munculnya keraguan
terhadap kualitas dan keadilan proses pemilu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hambatan pengiriman logistik Pemilu 2024 di
Kota Palembang terutama terjadi pada aspek geografis dan koordinasi antarpenyelenggara pemilu.
Kondisi geografis tertentu yang termasuk dalam kategori wilayah 3T, yaitu wilayah tertinggal, terjauh, dan
terdalam, serta pengaruh cuaca yang tidak menentu menjadi faktor utama yang menghambat
kelancaran distribusi logistik. Situasi tersebut berdampak pada terjadinya keterlambatan pengiriman
dan belum optimalnya koordinasi antara penyelenggara pemilu di tingkat kota dengan petugas
pelaksana di lapangan, khususnya di wilayah dengan akses terbatas. Dampak hambatan pengiriman
logistik terhadap legitimasi politik Pemilu 2024 di Kota Palembang menunjukkan adanya perbedaan
pandangan di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat menilai bahwa proses dan hasil pemilu tetap sah
dan dapat diterima, sehingga legitimasi politik tetap terjaga. Namun, sebagian lainnya memandang bahwa
hambatan tersebut mencerminkan kurangnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu, yang
berpotensi menimbulkan keraguan serta kecurigaan terhadap kualitas dan keadilan hasil pemilu.
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